


KATA PENGANTAR 

 

 

Era keterbukaan informasi menuntut badan publik untuk membuka akses 

sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparansi dan 

bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 

2014, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah 

sebagai badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Pembantu telah menyediakan akses informasi tentang program, kegiatan dan kinerja 

di bidang pengembangan kompetensi sumber daya aparatur. 

Dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang terkait dengan 

tata kelola informasi publik, khususnya Peraturan Komisi Informasi Nomor  1 Tahun 

2017 tentang Pengklasifian Informasi Publik, Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 menyelenggarakan Uji 

Konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan yang menjadi satu 

rangkaian dengan penyusunan daftar informasi publik pada tanggal 31 Mei 2018 di 

Gedung Graha Widya Praja Jl. Setiabudi 201 A Semarang. 

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, maka PPID Pembantu Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berusaha untuk 

melakukan dokumentasi NASKAH PERTIMBANGAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI 

YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2018 yang diharapkandapat dijadikan sebagai acuan 

kegiatan serupa di tahun-tahun berikutnya. 

 

Semarang,     Mei 2018 

Plt. Sekretaris Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi Jawa Tengah 
Kepala Bidang Pengembangan Jabatan 

Fungsional 
Selaku 

PPID Pembantu 
 
 

Hermoyo Widodo, SH, M.Hum 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19651021 199403 1 006 



NOTULENSI RAPAT
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2018

I. WaKu, Tempat, Acara, Pimpinan & Pesefta
a. Hari, Tanggal : Rabu, 30 Mei 2018

b. Tempat : Ruang Rapat Alamanda Graha Widya Praja

c Waktu : Pukul 08 sld 12.00 WIB

d. Acara : Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dike-

cualikan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun

2018

f . Pimpinan Rapat : Plt. Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

selaku PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa

Tengah

g. Pesefta Rapat : 1. Pejabat Struktural yang terkait dengan

informasi yang akan diuji sebagai infomasi

yang dikecualikan ;

2. Anggota PPID Pembantu BPSDMD Provinsi

Jawa Tengah .

II. Resume Rapat :

a. BPSDMD Provinsi Jawa Tengan selaku PPID Pembantu menyeleng-

garakan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan sesuai

dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

b. Informasi yang diujikan disampaikan oleh Plt Sekretaris BPSDMD

Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa

Tengah meliputi :

1) Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta ;

2) Soal-soal ujian yang akan diujikan bagi peserta pelatihan;

3) Hasil Evaluasi Terhadap Tenaga Pengajar;

4) Softcopy dan Hardcopy Proper Pesefta Diklatpim ;

5) Dokumen Peftanggungjawaban ( SPJ ) yang belum diperiksa oleh

lembaga yang berwenang ( BPK ) ;

6) Prestasi PNS ;



7) Dokumen Perceraian PNS;

8) Daftar Usulan PNS dalam jabatan struktural;

9) Rekam medis PNS;

10) Biodata PNS

c. FX Handoko Agung S, S.Sos selaku Narasumber mewakili Komisii

Informasi Pubilk Provinsi Jawa Tengah menyampaikan beberapa ha1

sebagai berikut :

1) Informasi yang dikatagorikan informasi yang dikecualikan harus

rnemenuhi syarat sebagai berikut :

a) Menghambat proses penegakan hukum;

b) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan

intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak

sehat;

c) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara

d) Mengungkapkan kekayaan Indonesia;

e) Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional

0 Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

g) Mengungkapkan hal akta otenyik yang bersifat probadi dan

kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

h) Mengungkap rahasia pribadi seseorang;

i) Memorandum atau surat - surat antar Badan Publik atau Intra

Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas

putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;

j) Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan bedasarkan

Undang - Undang.

2) Informasi yang bersifat absolut sebagai informasi yang

dikecualikan tidak perlu diujikan melalui Uji Konsekuensi;

3) Dasar Hukum Uji Konsekuensi adalah:

a) Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

b) Undang- Undang terkait dengan materi Informasi yang akan

diujikan.



4) Informasi yang dikecualikan fokus pada tugas pokok dan fungsi

lembaga.

Berdasarkan penjelasan dari Narasumber, tim PPID Pembantu

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah besefta pejabat struktural yang

terkait dengan materi yang akan diujikan melakukan diskusi. Hasil

dari diskusi adalah sebagai berikut :

1) Menetapkan Informasi yang dikecualikan tanpa melalui uji

konsekuensi meliputi :

a) Biodata PNS;

b) Dokumen Perceraian PNS;

c) Penilaian Kinerja PNS;

d) Rekam Medis PNS.

2) Menetapkan Informasi Yang Dikecualikan melaui Uji Konsekuensi

terdiri dari :

a) Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Akhir Pesefta

b) Soal - Soal ujian yang akan diujikan

c) Hasil Evaluasi Terhadap Tenaga Pengajar

d) Dokumen Petanggungjawaban (SPl) yang belum diperiksa

lembaga yang berwenang (BPK).

Demikian notulen hasil rapat Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang

Dikecualiakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Provinsi Jawa Tengah tahun 2018.

Mengetahui :

PPID Pembantu Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah

Pembina Tingkat I
NIP. 19651021 t9%03 1 006



 
 
 
 

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI 
NOMOR : 800 / 09171 TAHUN 2018 

 
Pada hari ini, Hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 bertempat di Ruang Rapat 

Alamanda Gedung Graha Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah 

dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana  

disebutkan pada tabel  di bawah ini : 

 

No Informasi 
Dasar Hukum 
Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi / Pertimbangan 
Bagi Publik 

Jangka 
Waktu 

Dibuka Ditutup 

1. Berita Acara 
Hasil Rapat 
Penilaian 
Akhir Peserta  

UU No. 14 Th. 
2008 ttg KIP 
Pasal 17 huruf h 
Ayat 3 

 Dapat 
menimbulkan 
perdebatan 

 Menghambat 
proses 
penyelenggaraa
n pelatihan 

 Menimbulkan 
Kolusi dan 
keresahan 

Menjaga 
Kondusifitas 
penyelenggar
aan pelatihan 

1 tahun 

2. Soal – Soal 
Ujian yang 
akan diujikan 
peserta 
pelatihan 

UU No. 14 Th. 
2008 ttg KIP 
Pasal 17 Huruf i 
dan j 

 Kualitas 
pelaksanaan 
Ujian menjadi 
tidak berbobot 

 Akuntabilitas 
Hasil ujian tidak 
terpenuhi 

Kualitas 
Pelaksanaan 
Ujian menjadi 
berkualitas 

1 tahun 

3. Hasil Evaluasi 
Tenaga 
Pengajar 

UU No. 14 Th. 
2008 ttg KIP 
Pasal 17 huruf h 
Ayat 3 

 Menimbulkan 
ketidak 
nyamanan yang 
bersangkutan 

 Menimbulkan 
Kolusi dan 
keresahan 

Menjaga 
Kondusifitas 
penyelenggar
aan pelatihan 

1 tahun   

4. SPJ Benda-
harawan 
Pengeluaran 
dan SPJ 
Bendahara-
wan 
Pengeluaran 
Pembantu 

UU No. 17 
Tahun 2003 
tentang 
Keuangan 
Negara pasal 31 
(1) 
UU No.14 
Tahun 2008 
tentang KIP, 
pasal 17 huruf j 

 Menghambat 
kesuksesan 
kebijakan 
karena adanya 
pengungkapan 
secara prematur 

Membantu 
keberhasilan 
pelaksanaan 
kegiatan 
SKPD 

Sampai 
Laporan 
Keuangan 
diaudit 

 



Bahwa Pengujian
yang dikecualikan
oleh :

Konsekuensi
sebagaimana

atas Pengubahan Klasifikasi Informasi
disebut pada tabel diatas dilakukan

No Nama Jabatan Tanda Tangan

7 Hermoyo Widodo Plt Sekretaris BPSDMD

2 David Budi Hantoro Kabid Peningkatan Kompetensi

Manajerial
:rr"

3 Moch Said Pelaksana pada Bid. Sertifikasi

Kompetensi & Penjaminan Mutu

3' )/rtK**/-/'

4 Sodikun Kasubag Keuangan <W
5 Jati Wiyono Kasubag Program

6 Moch. Faizin Kasubag Umum dan Kepegawaian Y/-
7 Rika Wijayanti Kasubid Pengembangan Kompetensi

Teknis Inti

7.

I Susy Prihati Pelaksana pada Subbag Umum dan

Kepegawaian K7
9 Yulansari Pelaksana pada Bid. Pengem-bangan

Kompetensi Jabfung

eru..,
10 Rateh Aryani Pelaksana pada Subbag Umum dan

Kepegawaian v
11 Mustari Pelaksana pada Bid. Peningkatan

Kompetensi Manajerial

,r.gl
L2 Gigih Haryono Pelaksana pada Bid. Pengem-bangan

Kompetensi Teknis

13 Jaka Mujihana Pelaksana pada Bid. Pengem-bangan

Kompetensi Jabfung W
L4 Heru Sanjoto Kasubid Pengembangan Kompetensi

Teknis Umum

,o\w
15 R Purnama Kasubid Pengemb. Kompetensi

Kepemimpinan JPT & Administrator

Is. 
f/\Y-

16 Hastin Arfiani Pelaksana pada Bidang

Pengembangan Kompetensi Teknis



No Nama Jabatan fpnAa Tangan

L7 Pungky Dharmawan Pelaksana pada Subbag Umum dan

Kepegawaian
"ff

18 Suharto Kasubid Pelatihan Penjenjangan

Jabatan Fungsional
"yr(

19 Henny Koesdyantini Kasubid Pelatihan Pembentukan

Jabatan Fungsional

le' 
lr- '

20 Achdiyar Moch

Syaiful

Kasubid Pengembangan Kompetensi

Teknis Jabatan Fungsional \re
2L Ismu Pandoyo Pelaksana pada Subbag Program zL' oM,

22 Sri Winarti Pelaksana pada Subbag Program 22.ffi,

73 Ary Dhamayanti Kasubid Pengembangan Kompetensi

Pimpinan Perangkat Daerah

,'M
24 Dinar Kurniawan Pelaksana pada Bidang Peningkatan

Kompetensi Manajerial W
25 Rohmi Irma Pelaksana pada Bidang Peningkatan

Kompetensi Manajerial /
zr/v_;\

I
26 Sudibyo Budi S Pelaksana pada Bidang

Pengembangan Kompetensi Teknis ,'u4,
27 Punruanto Pelaksana pada Subbag Umum

Kepegawaian

27./ | I
\ llh I

I

)l

tr

28 Amanda Soraya Pelaksana pada Bidang

Pengembangan Kompetensi Teknis

,u( V
29 Kadek Kaniacke Pelaksana pada Subbag Program 29. l,/ l/

JL+^ -.--l/zl -----=+

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara bersama dan penuh
ketelitian.

Menyetujui
Plt. Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Staf Ahli Gubernur
Bidang Kemsyaraylhan dan SDM

RIENA RETNANINGRUM, SH
Pembina Utama Muda

NrP. 1964L026 198909 2 00r



 

 

 

 

 

 

 

 Lampiran 
SK Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan 



 
 
 

 

 

 
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  

 
KEPUTUSAN Plt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

Nomor : 800 / 09179 /  2018 
 

T E N T A N G 
 

PENETAPAN KLASIFIKASI  INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  

 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  

 

Plt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 
 PROVINSI JAWA TENGAH 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Klasifikasi Informasi 
sebagaimana dalam ketentuan pasal 3  Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapakn Klasifikasi 

Informasi Publik Badan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Daerah  Provinsi Jawa Tengah. 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Jawa Tengah; 

Mengingat  :       1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintah 

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014   
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 ); 

 2.  Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846 ); 

 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor : 152, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5071 ); 

 4.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5149); 

   

   



   

   

   

 5.  

 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157 ); 

 6. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik ( Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429 )  

 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor   
42 ); 

 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 85 ); 

 9.  Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik  di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah 
Diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Informasi Publik  di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2011 Nomor 10 ); 

 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 
tentang Pembentukan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan 
Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan 

Informasi Publik Penyelengaraan Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Tengah ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2015 Nomor 12 ); 

 
11. 

 

 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 85 ); 

 
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Jawa Tengah  Tahun Anggaran 2018; 

 
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun  2017    

Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah  Tahun Anggaran 2018; 

 

 

 

 



 

 

 

 
14 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2017 

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018; 

 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan :  

KESATU : 
Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 
Jawa Tengah  sebagaimana tersebut dalam Lampiran I  

Keputusan ini 

K E D U A : 
Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan 
sebagaimana dalam diktum KESATU berdasarkan pada 
peraturan perundang-undangan, asas kepatuhan dan asas 

kepentingan umum; 

K E T I G A : 

 

Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan perlu dilakukan 
Uji Konsekwensi yang tertuang didalam Lembar Pengujian 

Konsekwensi Nomor : 800 /09171 Tahun 2018 sebagimana  
dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan ini; 

KEEMPAT : 
Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud diktum 

KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan 

umum serta bersifat ketat dan terbatas;  

KELIMA  : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila 
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 

 
Ditetapkan di : Semarang 

pada tanggal :  30 - 05 - 2018                                       
 

Plt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 
PROVINSI JAWA TENGAH 

Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah 

Bidang Kemasyakatan dan Sumber Daya Manusia 
 

 
RIENA RETNANINGRUM  

 

 
SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. 

1. Gubernur Jawa Tengah; 
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;  

3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; 
5. Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah; 

6. Para Kepala Bidang di Lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah; 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN 
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

No Informasi 

Dasar Hukum 

Pengecualian 
Informasi 

Konsekuensi / Pertimbangan 

Bagi Publik 
Jangka 

Waktu 
Dibuka Ditutup 

1. Berita Acara 
Hasil Rapat 
Penilaian 
Akhir Peserta  

UU No. 14 Th. 
2008 ttg KIP 
Pasal 17 huruf h 
Ayat 3 

 Dapat 
menimbulkan 
perdebatan 

 Menghambat 
proses 
penyelenggaraan 
pelatihan 

 Menimbulkan 
Kolusi dan 
keresahan 

Menjaga 
Kondusifitas 
penyelenggara
an pelatihan 

1 tahun 

2. Soal – Soal 
Ujian yang 
akan 
diujikan 
peserta 
pelatihan 

UU No. 14 Th. 
2008 ttg KIP 
Pasal 17 Huruf i 
dan j 

 Kualitas 
pelaksanaan Ujian 
menjadi tidak 
berbobot 

 Akuntabilitas Hasil 
ujian tidak 
terpenuhi 

Kualitas 
Pelaksanaan 
Ujian menjadi 
berkuaitas 

1 tahun 

3. Hasil 
Evaluasi 
Tenaga 
Pengajar 

UU No. 14 Th. 
2008 ttg KIP 
Pasal 17 huruf h 
Ayat 3 

 Menimbulkan 
ketidak nyamanan 
yang bersangkutan 

 Menimbulkan 
Kolusi dan 
keresahan 

Menjaga 
Kondusifitas 
penyelenggara
an pelatihan 

1 tahun   

4. SPJ Benda-
harawan 
Pengeluaran 
dan SPJ 
Bendahara-
wan 
Pengeluaran 
Pembantu 

UU No. 17 Tahun 
2003 tentang 
Keuangan Negara 
pasal 31 (1) 
UU No.14 Tahun 
2008 tentang 
KIP, pasal 17 
huruf j 

 Menghambat 
kesuksesan 
kebijakan karena 
adanya 
pengungkapan 
secara prematur 

Membantu 
keberhasilan 
pelaksanaan 
kegiatan SKPD 

Sampai 
Laporan 
Keuangan 
diaudit 

 

Plt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 
Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah 

Bidang Kemasyakatan dan Sumber Daya Manusia 

 
 

RIENA RETNANINGRUM  
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I 

Keputusan plt. Kepala Badan Pengembangan 
Sumber  Daya  Manusia Daerah Provinsi 
Jawa Tengah 

Nomor  : 800 /  09179   Tahun 2018 

Tanggal : 30 - 05 - 2018 



 

 

 

 

 

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI 
NOMOR : 800 /  09171  TAHUN 2018 

 

Pada hari ini, Hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 bertempat di Ruang Rapat Alamanda Gedung Graha 

Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap 

informasi publik sebagaimana  disebutkan pada tabel  di bawah ini : 

 

No Informasi 
Dasar Hukum 
Pengecualian 

Informasi 

Konsekuensi / Pertimbangan Bagi 
Publik 

Jangka 
Waktu 

Dibuka Ditutup 

1. Berita Acara 
Hasil Rapat 
Penilaian 
Akhir Peserta  

UU No. 14 Th. 
2008 ttg KIP 
Pasal 17 huruf h 
Ayat 3 

 Dapat 
menimbulkan 
perdebatan 

 Menghambat 
proses 
penyelenggaraan 
pelatihan 

 Menimbulkan 
Kolusi dan 
keresahan 

Menjaga 
Kondusifitas 
penyelenggara
an pelatihan 

1 tahun 

2. Soal – Soal 
Ujian yang 
akan diujikan 
peserta 
pelatihan 

UU No. 14 Th. 
2008 ttg KIP 
Pasal 17 Huruf i 
dan j 

 Kualitas 
pelaksanaan Ujian 
menjadi tidak 
berbobot 

 Akuntabilitas Hasil 
ujian tidak 
terpenuhi 

Kualitas 
Pelaksanaan 
Ujian menjadi 
berkuaitas 

1 tahun 

3. Hasil Evaluasi 
Tenaga 
Pengajar 

UU No. 14 Th. 
2008 ttg KIP 
Pasal 17 huruf h 
Ayat 3 

 Menimbulkan 
ketidak nyamanan 
yang bersangkutan 

 Menimbulkan 
Kolusi dan 
keresahan 

Menjaga 
Kondusifitas 
penyelenggara
an pelatihan 

1 tahun   

4. SPJ Benda-
harawan 
Pengeluaran 
dan SPJ 
Bendahara-
wan 
Pengeluaran 
Pembantu 

UU No. 17 Tahun 
2003 tentang 
Keuangan Negara 
pasal 31 (1) 
UU No.14 Tahun 
2008 tentang 
KIP, pasal 17 
huruf j 

 Menghambat 
kesuksesan 
kebijakan karena 
adanya 
pengungkapan 
secara prematur 

Membantu 
keberhasilan 
pelaksanaan 
kegiatan SKPD 

Sampai 
Laporan 
Keuangan 
diaudit 

Plt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 
PROVINSI JAWA TENGAH 

Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah 

Bidang Kemasyakatan dan Sumber Daya Manusia 
 

 
RIENA RETNANINGRUM  

 

 

LAMPIRAN II 
Keputusan plt. Kepala Badan Pengembangan 

Sumber  Daya  Manusia Daerah Provinsi 
Jawa Tengah 

Nomor  : 800 /  09179   Tahun 2018 

Tanggal : 30 - 05 - 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 Lampiran 
Undangan Narasumber 



UMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Telepon

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
A24 - 7 47ffi Faksimile A24 - 7 473701 Laman httr:flhredmd.iatenqprov.qo.id

$urat Elektronik bredmd@iatenqrrov.qo-id

Semarang , d& Mei 2018

Nomor
Sifat
I =mnir-=n
Perihal

TEMBUSAI{ ; disampaikan K.epada Yth :

l.Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.Ketua KIP Provinsi Jawa Tengah

Demikian untuk menjadikan makium dan atas

kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. PIt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
nnntrTtt6T aArtri Trf,r/-&t ri'ia\iVii\5i inVYr.l i trit'Lrnfi

Plt. Sekretaris
Kepala Bidang Pengembangan Kornpetensi

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGEMBANGAN

5!+ L-.--*=!= E=/+*- Fl^n-_+*!+i-iL i\uiidid Dd\jdii i't-iig,€iiiiiEiiigdii

Sumber Manusia Daerah ( BPSDMD ) Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 094/08904 tanggal 24 Mei 2018 perihal Permohonan

Narasumber yang semula diselenggarakan :

og,.t logoe I
Segera

Perubahan PelaKanaan
Uji Konsekuensi Informasi

Yang Dikecualikan

h--r---*^^-L^&:i--*- -..--+i=iCi i iiidi i iEiLiiiEii i 'rt.ii rit

Hari , tanggai
Waktu
r Eilrpcrr

Hari , tanggal
WaKu
a criiPdi

Kepada
t/rl - nnin,rL- 

-^Yffi : PYLU UtaMA
Provinsi Jawa Tengah
di -

SEMARANG

: Senin,28 Mei 2018
: 13.00 WIB s/d selesai
- n------ -4t-----l- nn-nitn n--^- - a-L---. r\uotfg f-rtoiltottucr urJrJt'lrJ r,vY. Jcllgrrg
Jl. Setiabudi No 201 Srondol Semarang

Dirubah pelaksanaanya menjadi :

: Rabu,30 Mei 2018
: 13.00 WIB s/d selesai
= !-1 . - + *.- F- ! - *--. -. * *l -. = 

!-!C +.nI fa. n-.a-. .- .1 +.r.--. - n. r\l,l(,ttg rlt€ttilclttLrg ,JrJut't.J rt{Jv. Jacctry
ll. Setiabudi No 201 Srondol Semarang

llrTll {n6r{n-r{ {{l{.!ln? 1 nncitii-. iyoJiui.i Ljyiui i uiio



PENilERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGEMBANGAN
UMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 502&3
Telepon 424 - 7473W Faksimile O24 - 74737A1 Laman httof/bredmd-iatenqorov.oo.id

Surat Elektronik bpedmd@iaEnoprov.qo.id

Nomor

Sifat

Lampiran

Perihal

ogqlogoGt' Yth

Segera

Waktu

Tempal

Dirubah pelaksanaanya menjadi :

!-{ari , tanggal : Rabu, 30 Mei 2018

Semarang , AB Mei 2018

Kepada

: Ketua Komisi Informasi Publik

Provinsi Jawa Tengah

di -

SEMARANGPerubahan Pelaksanaan
Uji Konsekuensi Informasi
Yang Dikeeualikan

Memperhatikan surat Plt Kepala Badan Pengembangan

Sumber Manusia Daerah ( BPSDMD ) Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 094108901 Tanggal 24 Mei 2018 perihal

Perrnohonan Narasumber.

Bersama ini disampaikan bahwa sehubungan suatu hal

maka kegiatan Uji Konsekuensi Terhadap Informasi Yang

Dikecualiakn BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

yang semula akan diselenggarkan pada :

Hari , tanggal : Senin, 28 Mei 2018

: 13.00 WIB s/d selesai

: Ruang Alamanda BPSDMD Prov. Jateng

Jl. Setiabudi No 201 Srondol Semarang

Waktu

Tempal

: 13.00 WIB s/d selesai

: Ruang Alarnanda BPSDMD Prov. Jateng

Jl. Setiabudi No 201 Srondol Semarang



Demikian untuk menjadikan maklum dan

kel_"r'asarnanya disampai kan terima kasih.

aN. PIt. KEPAIA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER. DAYA MANUSI,A DAERAH

DDnr.ITlr.lqT'! 4r.r.I^ Ttr[lt: A u, .\VYI'IJI JAJJA I L'TgN' 
'

TEMBUSAN ; disampaikan KeBada Yth :

1. Sekda Provinsi Jawa Tengah
2, PPID Utama Provinsi Jawa Tengah



 

 

 

 

 

 

 

 Lampiran 
Undangan Peserta Uji Konsekuensi 



Telepon

Semarang , nu, Mei Z01B

Kepada

UMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jalan Setiabudi Nomor20i ASemarang Kode pos 50263

424 - 7 473C66- Faksimite 024 - T4tlrW Lamai hth#bpedmd-iatenqprov_qo.id
Surat Elektronit opsomo@iaenqprovnolA-

Nomor i Oo. [0090?
Sifat : Segera

Lampiran :

Perihal : lJndangAn

Sehubungan

rannya pada:

Hari , tanggal
WaKu
i €,iiilJdi

kasih.

SEMARANG

Diberitahukan bahwa Badan pengembangan sumber Daya

Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan

uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan tahun

2018,

PEilIIERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN

Yth : TIM PPID BPSDMD

Provinsi Jawa Tengah

di -

dengan hal tersebut mengharap kehadi-

: Senin,28 Mei 2018
: 13.00 WIB s/d selesai
: Ruang Alamanda BPSDI4D prov. 3ateng
Jl. Setiabudi No 201 Srondol Semarang

Demikian dan atas kehadirannya disampaikan terima

PIt. KEPAI.A BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAEMH

FROVII-JSI .]AI,./A TENGAH
Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah

Bidang Kemasyarakatan Oan Supf-Daya-Manusia

Pembina Utama Muda
NrP. 1954iC26 198909 2 0S1



Lampiran Surat Plt Kepala BPSDMD Prov. JatengNomor tr/ opio r,'F-*^--lrcrrryyc, a-q _ c _ Ao t? .

Kepada yth :

t. Jati Wiyono, SH, MS.i;
z. Kurniawan Setyadi;
E. Kadek Karniacke Prabiwatini Sariasa, SH;
+. Adji Surya Pratama, SH;
s. Rateh Aryani, SH;
e. Dinar Kurniawan , SSTP;
z. Sudibyo Budi Setyawan;
a. Hendriyani Mukhtar, SE, MS,I;
g. Jaka Mujihana, S.Pd;
ro.Yulan Samanta;
rr.Frieda Triastuti Ratnajati, SH;
rz.Ita Kaitika, S,Kom;
rl.Purwanto;
r+.Marini Hasid, SSTP;
rs.Amanda Soraya, S.Psi;
ro.Rohmi Irma Astuti, SE;
iz.Hastin Arfiani, SE;
re.Moch Faizin, S,Sos, MM;
rg. Ekawatiningsih, SPd;
zo.Sunaristanto;
zl.Lembani;
^^ a-i I A 

':- -.+:tz.JI I UUii idi Li,

zr.Susy Prihatini, SH,
z+.Novian Heru Rubiyanto, SHi
zs.Muh Said, SH
zo.Gigih Dwi Haryono, SH;
zz.Mustai'i, SH, frfH;
za.Ismu Pandoyo, S,I. Kom.
zo.Pungky Dharmawan SDA A,Md;
ao.Antonius Agung Pratomo, S.Kom;
er.Aida Rusmaniar, SPd;
:z.Yanuar Alvin Arief, A.Ftd.



 

 

 

 

 

 

 

 Lampiran 
Daftar Hadir Uji Konsekuensi 



DAFTAR HADIR

UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

BADAN PENGEFUTBANGAN SUIVTBER DA'YA IVTANUS|A DAE_RAH

TAHUN 2018
ra- -! h-l- iA r.-! i^aAEzhrr <rr rvra! ,t!lx

Tempai : Ruang Alamanda BPSDMD Provinsi iawa Tengah

/

!Iarna a2nat2l rafloa tangafl
1 2 3 4 5

1 tfrrwl, tt"l,il fu. a.oe :W
2 gNio br,- t+ tqav .-) ,N
3

q4p ,M4
4 $-" U-'f-=,J ti/G F.^- / OSSA
5 )aA' tt/t /tln-n /c+ O n>rAf,aa

A - P,rl., t/t &oL-\
.-{\ a-\ .-22

C-u,*"-,"-€:..,-.-*--.

7 [1A*t p,,al"- ,\/

8
(, t6w q ( t^^ ir.,f.\

9 fui /n /,^/-'

)atns shr\ Brc\qrro 7 *......&...

11
Rat'ea A ({ a<. n, \k./

11............:.. l-"-.',
L2 MvWar,-' prlr-k NJ tv E)/

L2.,...,.-=;,/-,.

13 6tq;k t/ &;a"^', 7 - ===w13.................

tr+ t1*kb 'vrylirtt- o*t- q A i+....1f.....

15 [r* &*rr, '.rth'[.. Ttlr: h 15......... ltu-
v

16

I

Ft " \rliair*rr^,nh' t"e I \
16.........U.]....

L7 l'la lh ur r:ln[. ruvri Prr.l fgU.rnrs L7 :fr
fvd 61,r,.( ({rt?ee

l.o...,



19 41,.tu' \rt"lrg ,r..M u

20 +eu-., 1n A

21
)

StlDtBg o

Avrawp,4 \/

23 WAfhfL w w-7 ,d, U I

24 \stq P ?qe-- z+...4
a

25 hrfuo. R \^Mr-1 ,o/ A}
Ar-l 0

V

27 fh,^,vra*".-v \f,^{''1 ,r...(r/, \

28 4p i,
(-7

,u ..h.......

29
_W*^ 4 "tOrr-/p_ L>*a,q- V,'d O ,r..fu*=- )

af1 ?n

31
-_(

3L...................

32 32...

33 33......................

1A -4

35 35......,...........



 

 

 

 

 

 

 

 Lampiran 
Dokumentasi Pelaksanaan Uji Konsekuensi 



 
 

Dokumentasi Kegiatan Uji Konsekuensi Informasi Publik 
Di Ruang Rapat Alamanda – Graha Widya Praja 

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah 
30 Mei 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 
Bahan Tayang 
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